LEMBARAN DAERAH:
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 22 TAHUN : 1991 SERI:D NO: 22

"PERATURAN DAERAH
PROPINS! DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 19%

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT IJAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990
tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota DPRD, maka Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
Nomor S5 tahun 1987 ientang Kedudukan
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Mengingat
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. bahwa sehu

Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
DPRD sudah uttak sesuai lagi;

r’ th dengan hal tersebut diatas,
perlu mcngamr‘__,d“m menetapkan  kembali
Kedudukan: Keuangan Keta, Wakil Ketua, dan
Anggota DPRD didalam Peraturan Daerah.

. Undang -undang. Nomgr 5 Tahun 1974 tentang
_ Pokok pokok Pemcnmahandi Daerah (Lembar-
‘an“iNegara ‘Répablik ' Indonésia “Tahun 1974

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
.3307 )

‘ . Undang - undangNomor 10 Tahun 1950 temang

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor .
13, Tambahan Lembaran Ncgara - Republik
Indoncsua Nomor 5);

. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok - pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara

Republik -Indonesia Tahun- 1974 Nomor 55,
_:Tambahan Lembaran. Negara. Nomor 3041) ;

. ‘Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1975

tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara - Republik Indonesia Tahun 1975

Nomor 5). ‘

. Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 1975

tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan

~ dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Kéeuvangan Daeralv dan Pényusunan Perhitung-

an Anggmn Pendapatan dan Belanja Daerah

( Lembarin Negara ' Republlk Indonesia Tahun
1975 Nomor 6): .

. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 14

Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor !
Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan
Ketva, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1[990 tentang Keientuan Tunjangan
Puma Bhakti Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Terib Dewan’ Perwakilan
Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah,

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINS!I DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL
KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWA-
KILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini, yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah ijalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat
1 Jawa Tengah ;

b. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
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Gubemur Kepala Daerah ialah Gubemur Kepala Daerah
Tingkat 1 Jawa Tengah ;

Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah ;

Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keanggotaannya
dan telah mengangkat sumpah /janji sebagai Anggota DPRD
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasar Peraturan per-
undang - undangan yang berlaku ;

Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan schubungan dengan
Kedudukannya ; '

Uang Kehormatan jalah Tunjangan Jabatan yang diberikan
kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan
jabatannya ;

Tunjangan Komisi jalah tunjangan yang diberikan kepada
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi setiap bulan,
sehubungan dengan tugasnya ;

Uang Paket ialah vang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri rapat - rapat
DPRD yang sah;

Dana Penunjang ialah dana yang disediakan untuk menunjang
kegiatan DPRD ;

Tunjangan Purna Bhakti ialah tunjangan yang dibesrikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau
diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota
DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau meng-
ucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD
ialah tanggal mercka menyatakan berhenti, diberhentikan atau
meninggal dunia.



BAB I
STRUKTUR BIAYA KETUA
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Uang Representasi

Pasal 3
(1) Besamya Uang Representasi ditetapkan bagi :

a. Ketua : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah )/
bulan,

b. Wakil Ketua : Rp. 260.000,00 (duaratus enam puluh ribu
rupiah ) / bulan / orang

c. Anggota : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah )/
bulan / orang

(2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberi tunjangan keluarga
dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi
Pegawai Negeri.

Bagian Kedua
Uang Kehormatan

Pasal 4
Besamya Uang Kehormatan ditetapkan bagi :
. a. Ketua : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima pulueh ribu
rupiah )/ bulan.
b. Wakil Ketua  : Rp. 225.000,00 (duaratus dua puluh lima

ribu rupiah ) / bulan/ orang
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Bagian Ketiga
Tunjangan Komisi

Pasal §

Besamya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :
3. Kewa Komisi : Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu
‘ rupiah ) / bulan / orang
b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu
rupiah)/ bulan / orang
c. Sekretaris Komisi . Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu
' rupiah ) / bulan / orang

Bagian Kempat
Uang paket
Pasal 6

(1) Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/
bulan / orang. '

(2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat
tinggal diluar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
dibayarkan uang penginapan, dengan menunjukkan bukti -
bukti pembayaran yang sah, setinggi - tingginya Rp. 22.500,00
( dua puluh dua ribu lima ratus rupiah )/ hari / orang

Bagian kelima
Biaya Perjatanan Dinas
Pasal 7 ,
(1) Bagi Pimpinandan Anggota DPRD yang mengadakan perjala-
nan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.

(2) Besarnya biaya perjalanan dinas dimaksud ayat (1) Pasalini,
disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi
Pegawai Negeri Sipil Golongan A,
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(3) Ketentuan administrasi dan  besamya biaya perjalanan dinas
dimaksud ayat (2) Pasal ini, disésuaikan dengan ketentuan yang
ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

(4) Pcrjalanan dinas yang dilakukan di ‘dalam Wiluah lbukota
Propinsi Daerah 'I'ingkat 1 Jawa Te.ngah ﬂdak diberikan biaya
peljalanan dinas. )

(s) Bagi Pimpinan DPRD yang karena’ jnbalamya hms pindnh
“ke Tbukola Propinsi Dacrah ‘Tingkat I Jaws Tengah dan atau
‘pada saat dnberhemikan dengan hormat dari jabmnnya harus
pindah dari Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
diberikan perjalanan pindah yang besamya disesuaikan dengan
- ketentuan yang ‘berfaku  bagi- Pegawat Negerd Sipil dan yang
berldkﬁ di Pfoplnsl Daemh 'nnghtt Iavn Tengnh

" Baglan Keenam
Biaya Pemellharaan Kesehatan

Pasal 8

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai
Negeri serta keluarganya, dibérikan bantuan berupa penggan-
tian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter :
sesuai dengan . ketentuan yang.berlaku bagi Pegawai Negeri ..
Sipil dengan bukti- bukti yang sah atas beban Pemerintsh-.
Daerah.

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 'yang berstatus Pegawai
Negeri beserta keluargaiiya, bidya pemeriksaan, pengobatan
dan perawatan dokiter berlaku  ketentuan - ketentuan  se-
bagaimana terhadap Pegawan Ncgen yakm atas beban Pemm

- Husada' Bhakti; .

Pasal 9

Pimpinan dan Anuota DPRD setiap bulan dlhcﬁ bant\un blaya
pemeliharaan kesehatan Rp. 50.000,00 (luna puluh ribu rupiah )/
orang.

155




Bagiaq Ketujuh
Rumah Jabatan

Pasal -10

(1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan sebuah rumah jabatan setiap
orang termasuk inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya
pemakaian air / listrik, telepon dan gas.

(2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari
jabatannya maka rumah jabatan termasuk barang - barang
inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik
kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari
Pemerintah Daerah.

(3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan
dapat diberi tunjangan perumiahan dan pemeliharaannya, yang
besamya disesuaikan dengan standard yang berlaku pada
Pemerintah Daerah.

Bagian Delapan
Sarana Mobilitas

Pasal 11

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, disediakan
sebuah kendaraan dinas setiap orang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas

Pasal 12
Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas
berikut atributnya berupa :
- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 ( satu) kali setahun.
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama5 (lima) tahun.
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Bagian Kesepuluh
Dana Penunjang
. Pasal 13 ‘
(1) Untuk mecnunjang kegiatan DPRD disediakan dana penunjang

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang pengelolaannya
dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD. ,

(2) Besarnya Dana Penunjang dimaksud ayat (1) Pasal ini Rp.
100.000.000,00 ( scratus juta rupiah) /tahun.

(3) Perubahanjumlah dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat
(2) Pasal ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas
Tunjangan Kematian

Pasal 14

(1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal
dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian
secbanyak 3 (tiga ) kali Uang Representasi, dan apabila
meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas
diberikan wnjangan kematian scbanyak 6 .( enam ) kali Uang
Representasi. _

(2) Biaya pengangkutan jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD
ketempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman
menjadi beban Pemerintah Dacrah.

BAB I
TUNJANGAN PURNA BHAKTI
Pasal 15 ‘

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya
atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberi
tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.

(2) Tunjangan Puma Bhakti dibiayai dari Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
dan dikelola oleh Yayasan Puma Bhakti.

Ketentuan mengenai tunjangan Puma Bhakti dimaksud ayat
(1) dan (2) Pasal ini, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 16

Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai
Negeri harus memilih salah satu antara gaji yang diterimanya
schagai Pegawai Negeri atau Uang Representasi dimaksud
Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Apabila yang bersangkutan memilih  gaji Pegawai Negeri
sedangkan jumlahnya lebih kecil dan Uang Represenasi,
maka kepadanya diberikan tambaban selisih Uang Representasi
dengan gajinva.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Sambi! menunggu dilctapkannya Peraturan Menteri  Dalam
Negeri tentang tunjangan Puma Bhakti bagi semua Anggota
DPRD, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRI) pada saat
berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hommat
atau meninggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan
ketentuan sebagai berikut : :

a. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang masa bhaktinya
6 (enam ) bulan diberi Uang Penghargaan 1 (saw) kali
Uang Representasi.

b. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang masa bhaktinya
belum mencapai 6 (enam ) bulan dihitung 6 (cnam ) bulan
penuh,



¢. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang masa bhaktinya
lebih dari 6 (enam ) bulan, untuk tiap-tiap 6 (enam ) bulan
atau kurang diberikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali uang
Representasi.

d. Uang Penghargaan diberikan setinggi - lingginya 6 (enam)
kali Uang Representasi.

(2) Dalam hal Pimpinan dan Anggola DPRD meninggal dunia, maka
uang penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (i) Pasal ini
diberikan kepada ahli warisnya yang sah.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, scpanjang
pelaksanaannya diatur lebih lanjui oleh Gubemur Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraluran Dacrah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1987
tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggola
DPRD Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah dinyalakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku
surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990,

Agar setizp orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan
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Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah. '

Semarang, 18 Juni 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAN

PROPINSI DAERAH TINGKAT | TINGKAT 1 JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
KETUA
wd
1d
Ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya tanggal
2 Marct 1991 Nomor 900.160.33 - 245

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah Nomor : 22 Tanggal : 30 April 199]
Seri : D No. 122

SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH
Ymi, '

ud

Drs. WAHYUDI
NIP.010 014 882

Assisten 1V Sekwilda.
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

I.

JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA,
DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkai 1 Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 1987 tentang Keudukan Keuangan Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat™ 1 JawaTengah yang telah disahkan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 160.33 -
1393 tertanggal 9 Nopember 1987 diundangkan pada tanggal
21 Desember 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat 1Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1987
Seri D Nomor 5, perlu diadakan penggantian sehubungan tetah

_ diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 1990, tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, sena
memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari
1990 Nomor 903 /341 /PUOD perihal Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 1990/ 1991.

Dengan Peraturan Daerah ini yang merupakan pengganti dari
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987, kepastian dan dasar
hukum Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua , dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat 1 JawaTengah serta pengaturan pelaksanaannya tetap
terjamin.
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
- Pasal 1 huruf a s/d h : Cukup jelas

162

- Pasal 1 hunuf i

- Pasal 1 huruf j dank :

- Pasal 2 s/Md 14
- Pasal 15 s/d 20

Uang paket yang diberikan / di-
bayar kepada pimpinan dan
anggota DPRD tersebut tidak
tergantung dari  jumlah hadir
dalam rapat - rapat DPRD selama
1 (satu) bulan,

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas



